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         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG 

 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                   
KOTA SEMARANG 

NOMOR 172.1/15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA 

DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   
SEMARANG BARAT 

 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG  

 

Menimbang  : a. bahwa Panitia Khusus Daerah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Semarang yang membahas Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kerjasama 
Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
Semarang Barat telah menyelesaikan pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 
Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha 
Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
Semarang Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan 
persetujuannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 
Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha 
Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
Semarang Barat; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 
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  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5802); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan 
Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 

  11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 
Penyediaan Infrastruktur; 

  12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 
93); 

  13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Semarang Nomor 1 Tahun 2017  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH           
KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN 

USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM SEMARANG BARAT. 

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang 
tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha 
Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 

Semarang Barat. 

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 

Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang 

Barat  sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Laporan 
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Semarang sebagaimana dimaksud konsideran menimbang 

huruf a menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dengan Keputusan ini. 

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota 
Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  
Pada tanggal 

: 
: 

S e m a r a n g 
15 Mei 2018 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
                KOTA SEMARANG 

                       KETUA 
 
 

 
                     SUPRIYADI 

 
 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Gubernur Jawa Tengah; 
2. Walikota Semarang; 

3. Wakil Walikota Semarang; 
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang; 

5. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;  

7. Inspektur Kota Semarang; 
8. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian di lingkungan Pemerintah                               

Kota Semarang; 

9. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 
 

 


